
BUPATI SIAK 

PROVINSI RIAU 


PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK 
NOMOR 2 TAHUN 2018 


TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 15 TAHUN 
2011 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR 


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI SIAK, 


Menimbang 


a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan 
Daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan 
dan pembangunan Daerah serta untuk melaksanakan ketentuan 
Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menegaskan bahwa 
Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah; 

b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 15 Tahun 2011 
tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir tidak sesuai lagi dengan 
perkembangan pembangunan di Kabupaten Siak, maka dipandang 
perlu ditinjau kembali; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 15 
Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir; 


Mengingat 


1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan 
Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan 
Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, 
Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 
tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 
1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten 
Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten 
Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan 
Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4880); 




3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3731); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5049); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- 
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4138); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 


Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIAK 

dan 

BUPATI SIAK 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 15 TAHUN 
2011 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 15 Tahun 2011 
tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 
2011 Nomor 15) diubah sebagai berikut: 




1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 


. Daerah adalah Kabupaten Siak. 

2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh 
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas 
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam 
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur 
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

4. Kepala Daerah adalah Bupati Siak. 

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Siak. 

6. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Siak. 

7. Badan Keuangan adalah Badan yang menyelenggarakan fungsi penunjang 
urusan pemerintahan di bidang Keuangan Kabupaten Siak. 

8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah 
sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. 

9. Tempat Khusus Parkir adalah tempat parkir yang disediakan, dimiliki, 
dan/atau dikelola khusus oleh Pemerintah Daerah. 

10. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah 
sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus 
disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan 
orang pribadi atau Badan. 

11. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang 
menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati 
oleh orang pribadi atau badan. 

12. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan 
menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula 
disediakan oleh sektor swasta. 

13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan 
baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang 
meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan 
Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan 
bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan, perkumpulan, yayasan 
organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, 
bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya. 

14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi dan Badan yang menurut Peraturan 
Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran 
retribusi. 

15. Masa retribusi adalah suatu jangka tertentu yang merupakan batas waktu bagi 
wajib retribusi untuk memanfaatkan pelayanan penyediaan fasilitas tempat 
khusus parkir. 

16. Retribusi yang terutang adalah retribusi yang harus dibayar pada suatu saat, 
dalam Masa Retribusi, dalam Tahun Retribusi, atau dalam Bagian Tahun 
Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan 
Daerah. 



17. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data 
objek dan subjek Retribusi atau retribusi, penentuan besarnya Retribusi atau 
retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi atau retribusi 
kepada wajib Retribusi atau retribusi serta pengawasan penyetorannya. 

18. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STPRD, surat yang 
oleh wajib retribusi digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau 
pembayaran retribusi, objek retribusi dan/atau bukan objek retribusi, 
dan/atau harta dan kewajiban, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 
undangan Perpajakan Daerah. 

19. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti 
pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan 
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah 
melalui tempat pembayaran yang di tunjuk oleh Kepala Daerah. 

20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah 
surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi 
yang terutang. 

21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat 
SKRDKB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah 
pokok retribusi, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran 
pokok retribusi, besarnya sanksi administratif, dan jumlah retribusi yang 
masih harus dibayar. 

22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat 
SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan 
pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada 
retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang. 

23. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat 
untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa 
bunga dan/atau denda. 

24. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan 
kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan 
ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perRetribusian 
daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Retribusi Terutang, Surat 
Ketetapan Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, 
Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan 
Retribusi Daerah Nihil, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, Surat 
Tagihan Retribusi Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan 
Keberatan. 

25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan 
mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan 
kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan Peraturan Perundang- 
undangan Retribusi daerah. 

26. Penyidik Tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang 
dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil, untuk mencari serta 
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat jelas tindak pidana 
dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangka. 


2 . 


Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 



Pasal 8 


1) Struktur dan besaran tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut: 


Nc 


Jenis Kendaraan 

Tarif (Rp) 

Tarif 

Harian 

Mingguan 

Bulanan 

1 


Kendaraan Roda Dua 

1.000/setiap 
kali parkir 




2 


Kendaraan Roda Tiga 

2.500/setiap 
kali parkir 




3 


Kendaraan Roda Empat 

3.000/setiap 
kali parkir 

20.000 

50.000 

100.000 

4 


Kendaraan Roda Enam 

5.000/setiap 
kali parkir 

30.000 

75.000 

150.000 

5 


Kendaraan Roda Delapan 

10.000/setiap 
kali parkir 

40.000 

100.000 

200.000 


(2) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. 

(3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan 
dengan Peraturan Bupati. 

3. Ketentuan Pasal 10 dalam Bab VIII diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

BAB VIII 

TATA CARA PEMUNGUTAN 
Pasal 10 

(1) Pemungutan Retribusi Tempat Khusus Parkir dilaksanakan oleh SKPD yang 
ditunjuk oleh Bupati. 

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan S KRD atau dokumen lain yang 
dipersamakan. 

(3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat 
berupa karcis, kupon, dan kartu langganan. 

(4) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau 
kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% 
(dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang 
dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. 

(5) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didahului 
dengan Surat Teguran. 

(6) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan 
Bupati. 


4. 


Ketentuan Pasal 12 dihapus 






























Pasal II 


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah 
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak. 


Diundangkan di Siak Sri Indrapura 
pada tanggal 30 April 2018 


Plt. I iUP 


tapkan di Siak Sri Indrapura 
al 30 April 2018 

AK, 



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK, 



Drs. H. T. 

Pembina^&iffma Madya 
NIP. 196pK)125 198903 1 004 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2018 NOMOR 2 


NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR: 7.11.B/2018 






